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ABSTRAK

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang lebih mengutamkan kreatifitas
dan keterampilan dari masyarakat dengan tujuan adanya pembangunan
berkelanjutan. Tidak hanya di kota-kota saja, ekonomi kreatif pun tumbuh dan
berkembang pada masyarakat di pedesaan, hal ini ditunjukan dengan adanya
Pengembangan Desa Kreatif Pengembangan desa kreatif yang ada saat ini
ditujukan untuk pendampingan kepada desa — desa yang memiliki potensi unggul
dibidang tertentu dan tentunya sudah dikenal oleh beberapa masyarakat dan bukan
lagi desa yang tertutup. Padahal tidak semua desa yang memiliki potensi unggul
bersifat terbuka kepada masyarakat umum, seperti halnya desa — desa terpencil
yang tetap mempertahankan adat dan sistem hukum lokalnya. Disamping itu, ada
pula desa yang bersifat terbuka akan tetapi hukum adat dan sistem hukum lokalnya
harus di patuhi. Rumusan masalah dari penelitian ini, adalah bagaimana proses
pengembangan desa kreatif jika dibasiskan pada hukum adat, serta apa kendala —
kendala dalam pengembangan desa kreatif berbasis hukum adat. Metode penelitian
yang digunakan ialah penelitan normatif yang juga menggunakan data lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan desa kreatif yang
ditujukan kepada desa yang masih kuat akan adat dan kebudayaannya sama saja
dengan pengembangan desa kreatif yang ditujukan untuk desa pada umumnya, yang
membedakan hanya saja proses analisisnya kondisi desa akan lebih lama, serta
kendala dalam pengembangan desa kreatif yang dibasiskan hukum adat adalah
kemungkinan akan adanya culture shock atau gegar budaya, serta kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai desa kreatif.
Kata Kunci: Desa Kreatif, Ekonomi Kreatif, Hukum Adat

%Um Pembimbing Pembantu,

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum Helena Primadianti S., S.H, M.H
NIP. 196003121989031002 NIP. 198609142009022004
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 16.771
pulau.! Banyaknya pulau di Indonesia menjadikan negara ini memiliki
keanekaragaman sumberdaya alam, adat istiadat, tradisi, budaya, dan bahasa yang
ditandai dengan adanya 1.340 suku bangsa di Indonesia, berdasarkan sensus
Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan pada Tahun 2010.

Suku bangsa disini merupakan kelompok manusia yang mengidentifikasikan
dirinya memiliki kesadaran akan kesatuan budaya, yang didalamnya memiliki ciri
khas adat istiadat tersendiri. Kata“adat” berasal dari bahasa Arab yang kemudian
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti “kebiasaan”. Terjadinya
hukum bermula dari pribadi manusia yangmenimbulkan “kebiasaan pribadi”
kemudian ditiru oleh orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, maka
lambat laun ini menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota
masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”.?

Pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan oleh Ter Haar dalam
pidato Dies Natalis Rechtshogeschool, di Batavia pada Tahun 1937, yang berjudul
Het Adat Recht van Nederlandsch Indie in Wetenschap, Praktijk en Onderwijs,

adalah keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan—keputusan dengan

IKementerian Kelautan Dan Perikanan, Jumlah Pulau,
https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-
pulau#:~:text=Disamping%20itu%20telah%20ada%?20penambahan,tahun%202020%20sejumlah%
2016.771%20Pulau, diakses pada tanggal 6 September 2021 pukul 19:45 WIB.

2A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014, him. 1.



https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau#:~:text=Disamping%20itu%20telah%20ada%20penambahan,tahun%202020%20sejumlah%2016.771%20Pulau
https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau#:~:text=Disamping%20itu%20telah%20ada%20penambahan,tahun%202020%20sejumlah%2016.771%20Pulau
https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau#:~:text=Disamping%20itu%20telah%20ada%20penambahan,tahun%202020%20sejumlah%2016.771%20Pulau

penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa
adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat
sama sekali.>Lalu menurut Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul (De
Atjehers) menyebutkan istilah hukum adat sebagai “adat recht” (Bahasa Belanda)
yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control)
yang hidup dalam Masyarakat.*

Hukum adat merupakan atauran yang tidak tertulis, kebanyakan dari hukum
adat merupakan aturan lisannamun dijadikan pedoman untuk sebagian besar
masyarakat,sebab sifatnya yang memaksa terhadap masyarakat adat itu
sendiri.Berlakunya hukum adat di dalam masyarakat semata-mata karena
kemauan dan paksaan dari masyarakat itu sendiri, agar hak dan kewajiban dalam
masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama.®

Di Indonesia,hukum adat dan desa saling berkaitan satu sama lain dan sulit
untuk di pisahkan. Hal ini sejalan dengan pengertian desa yang diatur dalam Pasal
1 angka (1) Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang
berbunyi:®

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”

3Ibid., him. 4.

4Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, him. 2,

S Albar Sentosa Subari,Pokok-Pokok Hukum Adat, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2004,
him. 21.

®Indonesia, Undang — Undang Tentang Desa, Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014, LN.
Tahun 2014/No.7, TLN. No.5495, Psl. 1



Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan hukum adat, karena keberadannya muncul dan berkembang dari
masyarakat itu senidri. Kedudukannya pun di lindungi oleh negara sebagaimana
diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang — Undang Dasar Republik Indonesia yang

menjelaskan bahwa:’

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan — kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang — undang.”

Sebagaimana pada umumnya, hukum adat lahir dan berkembang dalam
masayarakat hukum desa yang memiliki budaya lokal begitu kuat. Seiring
perkembangan zaman, kedudukan desa menjadi begitu penting terutama bagi desa
yang tetap mempertahankan adat dan sistem hukum lokalnya karena harus diakui
oleh negara dalam menjaga budaya nasional bangsa Indonesia. Namun, globalisasi
ini mengakibatkan pula masyarakat adat menjadi kelompok yang sangat rentan
diantara masyarakat kita. Hal ini diakibatkan oleh ketimpangan pembangunan
karena tingkat ketergantungan mereka masih sangat tinggi terhadap alam, serta
permasalahan masyarakat adat yang relatif tidak dikenal oleh masyarakat luas
karena terpencilnya suatu desa.

Kedudukan masyarakat hukum adat yang berada di desa berada pada strata

yang paling rendah dari rakyat Indonesia yang dimana haknya sebagai manusia

Indonesia, Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Psl. 18B



tidaklah terterpenuhi. Seperti pernah disampaikan oleh H. Amidhan, Ketua Sub
Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dari Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, masyarakat hukum adat ini berada pada posisi yang lemah, baik dalam
bidang ekonomi, bidang hukum, maupun dalam bidang politik.®

Usaha — usaha mempertahankan hukum adat yang ada di desa, dilakukan
dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya
masyarakat hukum adat, serta menjaga agar tidak terjadi ketimpangan
pembangunan antar beberapa daerah. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa
perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia
(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.®
Sedangkan menurut kuncoro, ketimpangan mengacu pada standar hidup yang
relatif pada seluruh masyarakat karena ketimpangan antar wilayah yaitu adanya
perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor).°

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia ternyata menempati
peringkat teratas (baca: terburuk) bila diambil perbandingan dengan beberapa
negara baik maju maupun berkembang.!! Sedangkan berdasarkan data Badan
Pusat Statistik per Bulan September 2020 persentase penduduk miskin menurut
wilayah, perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan, dimana persentase penduduk

miskin di perkotaan berjumlah 7,88% sedangkan di perdesaan berjumlah 13,2%.

8Albar Sentosa Subari,Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat
Adat,, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019, him. 6.

® Satjipto Rahardjo, IImu Hukum,, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, him. 55.

10Sahar, “Analisis Ketimpangan Pendapat Antar Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat”,
JurnalKompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 4,
No.2, September 2018, him. 154.

IMuhmmad Firdaus, Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Indoensia: Fakta dan
Strategi Inisiatif, Bogor: Orasi IImiah Guru Besar Tetap Institut Pertanian Bogor, 2013. him.2.



Kemiskinan dilihat dari aspek terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar.
Pendekatan kebutuhan dasar melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan
seseorang, keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum
antara lain makanan, perumahan, pakaian, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta
penyediaan air bersih dan sanitasi.'?

Padahal pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2010 — 2014 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
telah masuk dalam prioritas pembangunan. Namun data terbaru masih
menunjukkan terjadinya ketimpangan pembangunan. Lalu pada RPJMN Tahun
2019 — 2024 wilayah adat masuk kembali kedalam prioritas pembangunan, namun
yang menjadi arahnya adalah Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.

Walaupun kenyataannya demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia
terus berkembang kearah yang lebih maju, salah satunya, eksisnya sektor ekonomi
kreatif dewasa saat ini. Ekonomi Kreatif merupakan kegiatan ekonomi dimana
input dan outputnya adalah gagasan kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya
melakukan hal-hal yang rutin dan berulang.®®

Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang — Undang Nomor

24 Tahun 2019, dijelaskan bahwa:*

2Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Masyarakat Adat di Indonesia:
Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif, Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan
Masyarakat Kementeriaan PPN/Bappenas, 2013, him. 21.

1John Howkins, The Creative Economy: How People Make Money from Ideas,
https://archive.org/details/creativeeconomyh0000howk k3z2/page/n9/mode/2up, diakses pada
tanggal 6 September 2021 pukul 20:31 WIB

4Indonesia, Undang — Undang Tentang Ekonomi Kreatif, Undang — Undang Nomor 24
Tahun 2019, LN. Tahun 2014/No.212, TLN. No.6414, Psl. 1



https://archive.org/details/creativeeconomyh0000howk_k3z2/page/n9/mode/2up

“Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual
yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya,
ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.”

Ekonomi kreatif yang bersumber dari kreativitas serta orisinalitas ide
manusia akan mudah terwujudkan apabila didukung oleh ekosistem yang baik.
Hal ini berlandaskan kepada perkembangan dari suatu kebudayaan yang berasal
dari kebiasaan masyarakat di Indonesia. Dalam hal kreatifitas ini, wilayah
perdesaan memiliki sumber daya yang lebih unggul dibandingkan dengan wilayah
perkotaan. Pelestarian budaya, adat istiadat dan bahasa adalah aktivitas yang
kerap ditemukan di perdesaan dan merupakan potensi yang dapat dioptimalkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat®®.

Ditambah lagi kondisi masyarakat Indonesia saat ini banyak berubah,
diakibatkan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat
berpindah ke perdesaan untuk menghindari keramaian di kota dan karena alasan
lain seperti banyaknya lapangan pekerjaan dikota hilang ataupun ditutup,
pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan alasan lainnya yang
menunjukkan meningkatnya sumber daya di perdesaan.

Atas dasar itulah pemerintah membentuk Pengembangan Desa Kreatif. Desa
kreatif merupakan penerapan kreativitas pelaku ekonomi kreatif di desa, dengan
memafaatkan sumber daya desa yang bertujuan untuk menghasilakan nilai tambah
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.Pengembangan
desa kreatif ini mengacu kepada Buku Panduan Pengembangan Desa Kreatif yang

didasarkan kepada Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi

Tim Penyusun Buku Panduan Pengembangan Desa kreatif, Buku Panduan
Pengembangan Desa Kreatif, Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021, him 7.



Kreatif, Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Undang — Undang
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional limu Pengetahuan dan
Teknologi, serta peraturan terkait lainnya. Manfaat dari pengembangan desa
kreatif adalah untuk melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi dan
budaya, mendorong partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan
aset desa, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna
mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai
bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta
mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, meningkatkan kompetensi pelaku
kreatif, dan memberikan nilai tambah terhadap produk kreatif desa.'®

Dalam pengembangan desa kreatif, terdapat empat target dan luaran
pengembangan desa kreatif ini. Adapun keempat target dan luaran tersebut antara
lain:’

1. Penciptaan Nilai Tambah Produk. Dimana sebuah desa pada umumnya telah
memiliki sumber daya dan produk unggulan di bidang tertentu seperti
pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Pelaku kreatif perlu
memperhatikan nilai tambah dalam sebuah penciptaan sebuah produk
misalnya dari buah coklat menjadi produk coklat dalam kemasan yang siap
dikonsumsi.

2. Pertambahan Jumlah Usaha Kreatif. Adanya inovasi dan kreativitas harus

mendorong penciptaan usaha lain yang dibutuhkan pasar. Pelaku kreatif

81bid, him. 22.
7Ibid, him.11-12.



dapat melakukan studi banding kepada desa kreatif lain untuk mendapatkan

inspirasi pengembangan usaha kreatif.

3. Produk yang Inovatif dan Diterima Pasar. Produk yang ditawarkan harus
dapat diterima di pasar sehingga mendorong keberlanjutan usaha.
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalammewujudkan target dan luaran pengembangan desa kreatif, organ
yang dilibatkan tidak hanya pada desa dan pemerintah saja, tetapi lebih dari itu
yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, media,
serta pihak lainnya yang berperan untuk mengembangkan suatu desa menjadi desa
kreatif. Dengan kata lain, desa kreatif yang dibentuk pemerintah ditujukan untuk
pendampingan kepada desa — desa yang memiliki potensi ungguldibidang tertentu
dan desa — desa ini tentunya sudah dikenal oleh beberapa masyarakat dan bukan
lagi desa yang tertutup.

Pada kenyatannya kondisi setiap desa tentu berbeda — beda, tidak semua
desa yang memiliki potensi unggul bersifat terbuka kepada masyarakat umum,
seperti halnya desa — desaterpencil yang tetap mempertahankan adat dan sistem
hukum lokalnya. Disamping itu, ada pula desa yang bersifat terbuka akan tetapi
hukum adat dan sistem hukum lokalnya harus dipatuhi.Kondisi hukum adat yang
ada di desaini harus disesuaikan denganproses pengembangan desa kreatif, akan
tetapi ketentuan mengenai hal tersebut belum jelas bagaimana pelaksanaannya.
Hal inilah yang akan dikaji penulis. Tidak hanya penerapan hukum adat dalam
pengembangan desa kreatif saja, dalam hal akibat dari pengembangan desa kreatif

berbasis hukum adatpun menjadi permasalahan dalam penulisan ini.



Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam mengenai hukum adat dalam pengembangan desa kreatif serta
menyusunnya dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul skripsi: DESA

KREATIF BERBASIS HUKUM ADAT (SUATU KAJIAN NORMATIF
TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG

EKONOMI KREATIF). Dengan harapan agar pengembangan desa kreatif dapat

disesuaikan dengan perkembangan hukum adat yang ada di desa.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya dijelaskan diatas, maka
rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai
berikut:
1. Bagaimana proses pengembangan desa kreatif jika dibasiskan pada hukum
adat?
2. Apa kendala — kendala dalam pengembangan desa kreatif berbasis hukum

adat?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini sebaga berikut:

1.  Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengembangan desa
kreatif yang dibasiskan pada hukum adat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala — kendala dalam

pengembangan desa kreatif berbasis hukum adat.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan proposal penelitian hukum ini adalah

sebagai berikut:

1.

Secara Teoretis

Penulis melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi,
menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, serta dapat
dijadikan sebagai referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan
terkhusus di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum

ekonomi dan hukum adat.

Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa saran serta
masukan — masukan bagi pemerintah ataupunpara pakar hukum agar dapat
membuat keadaan desa — desa yang tetap mempertahankan adat dan sistem
hukum lokalnya di Indonesia semakin membaik serta meningkatkan
kesejahteraan  desa  tersebut.  Selain  itu juga agar dapat
meningkatkanpendapatan nasional melalui sektor ekonomi kreatif dengan

cara yang dapat disesuaikan dengan kondisi desa dan keadaan saat ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi



11

area penelitian.® Oleh sebab itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini
agar penelitian hukum menjadi terarah serta sesuai dengan objek permasalahan,
sehingga tidak menyimpang dari masalah yang ada.Berdasarkan tema skripsi di
atas, maka ruang lingkupnya vyaitu hanyamengenai hukum adat dalam
pengembangan desa kreatifdan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari

pengembangan desa kreatif berbasis hukum adat tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah susunan yang terdiri dari beberapa
pendapat, cara-cara, norma atau aturan, asas, maupun keterangan yang tersusun
dalam satu kesatuan yang logis yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan
dalam mencapai sebuah tujuan dilaksanakannya suatu penulisan atau penelitian.®
Kerangka teori dipakai agardapat membantu penulis untuk menentukan arah
tujuan penelitian dan menjadi dasar penelitiansupaya langkah yang ditempuh
selanjutnya dapat lebih jelas dan konsisten.Adapun teori yang dapat penulis

gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Hukum danPembangunan
Teori hukum pembangunan dikemukakan dandikembangkan oleh
Mochtar Kusumaatmadja. Teori Hukum Pembangunan merupakan konsepsi
hukum sebagai sarana pembangunan yang pelaksanaannya melahirkan

konsep pembangunan hukum berencana yang merupakan gagasan dari

18Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011,
him. 3.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004, him. 78.



12

Mochtar Kusumaatmadja.?’Pada dasarnya, hukum berfungsi sebagai sarana
pembaharuan “Law as a tool of social engineering”. Hal tersebut
dikemukakan olehRoscoe Pound, ia berpendapat bahwa fungsi hukum
adalah sebagai rekayasa sosial, yang dalam pandangannya mengatakan
bahwa hukum yang bersifat mengikat, memaksa, dan memberi sanksi dapat
merubah perilaku masyarakat.?!

Namun pada kenyataannya hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa
adanya organ penegakan hukum. Ditambah lagi adanya kesan kurang
percayanya masyarakat terhadap hukum. Lahirnya Teori Hukum
Pembangunan dilatarbelakangi oleh kondisi yang paradoksial, di tengah
kesibukan pembangunan ada kesan kekurangpercayaan kepada hukum dan
kegunaannya dalam masyarakat.?? Teori hukum pembangunan muncul
bukan untuk menegaskan sebuah teori melaikan modifikasi dan
pengembangan dari teori Roscoe Pound “Law as a tool of social
engineering”. Dalam  proses tersebut Mochtar Kusumaatmadja
menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana
masukan dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi
antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi
hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori

hukum (theory about law), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau

2] Ketut Tjukup, dkk, “Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan
Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah”, Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Vol.
1, No. 1, 2015, him. 148.

ZHarpani Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering”, Atlantis Press: Advances in
Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol. 147, 2017, him 119.

22| Ketut Tjukup, Op.Cit., him 149.
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kegunaan praktis.?3

Mengenai fungsi hukum pada pembangunan nasional yang
digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat”
ataupum “sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan
pokok-pokok pikiran sebagai berikut:?*

1. Bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat atau sarana
pembangunan didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan
atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu
merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak)
perlu;

2. Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum dapat
berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti
penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang diinginkan oleh
pembangunan atau pembaruan.

Hukum  pembangunan diperuntukkan  mendukung kemajuan
pembangunan yang diorientasikan untuk pertumbuhan ekonomi. Sumber
daya alam serta sumber daya manusia yang ada, dijadikan sebagai modal
utama dalam pembangunan. Karena itu, instrumen hukum yang digunakan
untuk mendukung paradigma pembangunan ekonomi seperti dimaksud di

atas cenderung bercorak sentralistik, sektoral, memihak kepada pemodal

ZLilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,
SH., LL.M: Sebuah Kajian Deskriftif Analitis” http://www.pn-
Ihoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs|Ta
bs Group name:tabLampiran, diakses pada tanggal 8 September 2021 pukul 00:01 WIB.

Wahyu Nugroho, “Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan KeDalam Pembentukan
Perundang — Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam
Bangunan Negara Hukum”, Jurnal Legislasi indonesia, VVol. 14 No.4, 2017, him. 371.



http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran
http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran
http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran
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besar (capital oriented), eksploitatif, dan bernuansa represif dengan
menggunakan pendekatan sekuriti (security approach)®

Pembangunan(development) ialah proses perubahan yang mencakup
seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan,
pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander
1994).2%Portes (1976) mengartikan pembangunan sebagai transformasi
ekonomi, sosial dan budaya.?’Pembangunanpada dasarnya sebagai
kemajuan atau pertumbuhan dalam kehidupan masyarakat dari suatu
keadaan, ke keadaan yang lebih baik. Kaitan pembangunan dengan hukum
pembangunan adalah, hukum pembangunan menjamin adanya kepastian dan
ketertiban.

Aspek dalam hukum pembangunan meliputipembangunan dibidang
politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Penelitian
ini lebih difokuskan kepada proses pembangunan pada aspek ekonomi dan
sosial budaya yang ada di desa. Dalam Pasal 78 Undang — Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi

ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

Zlbid.

®K.C Alexander, The process of development of societies, https://books-
now.com/book?isbn=9780803991712&lang=go&source=google, diakses pada tanggal 6
September 2021 pukul 21:13 WIB.

Z’Kumba Digdowiseiso, Teori Pembangunan, Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas
Nasional, 2019, him. 8.



https://books-now.com/book?isbn=9780803991712&lang=go&source=google
https://books-now.com/book?isbn=9780803991712&lang=go&source=google
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berkelanjutan.?®

Taliziduhu Ndrahamendifinisikan pembangunan desa merupakan
suatu proses dengan mana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan
taraf hidup orang masyarakat mengintegrasikan kehidupan masyarakat
kedalam kehidupan bahwa dan memungkinkan mereka untuk memberikan
sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan nasional.?’Keberhasilan atau
kegagalan sebuah proses pembangunan dipengaruhi oleh faktor perencanaan
yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaan yang dilakukan oleh
masyarakat. Jika disederhanakan, maka untuk mencapai kemajuan
pembangunan sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksi antara
masyarakat, namun dalam pembangunan akan mengalami kendala karena
faktor isolasi fisik, mobilitas penduduk yang rendah dan pengaruh nilai-nilai

sosial budaya dalam masyarakat.°

2. Teori Kepastian Hukum
Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, ketentuan, atau
ketetapan. Setiap aturan hukum berisikan norma yang bersifat umum, yang
dijadikan sebagai pedoman seseorang dalam bertindak di dalam masyarakat.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebutlah menimbulkan

ZIndonesia, Undang — Undang Tentang Desa, Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014,
LN. Tahun 2014/No.7, TLN. No.5495, Psl. 78

PTaliziduhu Ndraha, Dimensi Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: Bina Aksara, 1991,
him. 1.

%Umar Nain, Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris, Makassar: Garis
Katulistiwa, 2019, him. 46.
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kepastian hukum.®! Gustav Radbruch mengemukakan ada 4 (empat) hal
mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:®2
“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum
positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu
didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga,
bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga
menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah
dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”
Sementara itu Van Apeldoorn berpendapat kepastian hukum yakni
adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua
warga masyarakat termasuk konsekwensi — konsekwensi hukumnya, dengan
kata lain kepastian hukum dapat ditentukan dari hukum, dalam hal — hal
yang kongkret. 3
Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya

kejelasan dari hukum itu sendiri, hukum tidak menimbulkan keraguan,

hukum tidak menimbulkan pertentangan, dan hukum dapat dilaksanakan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran dengan cara menganalisisnya. Setelah
melakukan analisis langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta hukum yang ditemukan atau yang didapatkan dan
diusahakan untuk menemukan jalan keluar bagi terhadap pemecahan suatu

permasalahan yang timbul dari gejala — gejala yang ada.

31peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, him. 158.
%2Fence M. Wuntu, “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan

Kemanfaatan di Peradilan Perdata”(Disertasi,Universitas Gadja Mada, Yogyakarta, 2011) him. 7.
BIbid.
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Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang
menggunakan penalaran empiris dan atau non empiris serta memenuhi persyaratan
disiplin ilmu yang bersangkutan.®*Untuk dapat mengetahui serta membahas
permasalahan yang ada diperlukan pendekatan dengan menggunakan metode-
metode tertentu yang bersifat ilmiah, yang berisikan tentang jenis penelitian,
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta
teknik analisis data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukumini adalah
penelitian normatif yang juga menggunakan datalapangan.Penelitian normatif
dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan
permasalahan yang diajukan (library research).®penelitian ini didukung pula
dengan data lapangan yaitu menggunakan fakta-fakta yang diambil melalui
wawancara atau pengamatan langsung dari lapangan, yaitu pada tempat lokasi

penelitian dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan
penelitian.®®cara  mengadakan penelitian ini disesuai dengan jenis

penelitianyang digunakan oleh penulis, adapun pendekatan penelitian yang

%Ronny Hanitijo Soemitro, Makalah Pelatihan Metodelogi Ilmu Sosial, Universitas
Dieponegoro, Fakultas Hukum Universitas Dieponegoro, Semarang, 1999/2000. him. 2.

®Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2011, him. 43.

%Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka
Cipta, 2002, him.23.
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digunakan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang — Undangan (statute approach), diartikan sebagai
pendekatan dengan memahami dan mempelajari peraturan perundang —
undangan yang ada kaitannya dengan  penelitian  yang
dilakukan.®’Terutama untuk mengkaji peraturan perundang — undangan
yang difokuskan kepada Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2019
tentang ekonomi kreatif sebagai dasar pengembangan desa kreatif,
namun tidak menutup kemungkinan undang — undang lain yang ada
kaitannya langsung dengan pengembangan desa kreatif berbasis hukum
adat.

b. Pendekatan Sosiologis(sosiological approach), yakni merupakan
pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya menggunakan suatu
objek yang dilandaskan pada masyarakat, faktor sosial, serta interaksi
yang ada pada pembahasan tersebut, namun tetap ada pada batasan

tertentu dalam penelitian hukum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di satu lembagaan negara yaitu, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang dikhususkan pada
Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Direktorat Industri Kreatif
Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen vyang bertanggung jawab pada

pengembangan desa kreatif di Indonesia, yang beralamat di JI. Medan Merdeka

S’Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Preneda Media Grup, 2005,
him.11.
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Selatan No0.13 Gedung BUMN I[t.17, Menteng, Jakarta Pusat, 10110,serta satu

organisasi, yaitu Asosiasi Desa Kreatif Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder sebagai
data utama. Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian
kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya data tersebut digolongkan
menjadi:*®
a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri
atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun putusan
pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
i. Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ii. Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
iii.  Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah,
bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar
hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian
penelitian dan bahan —bahan hukum lainnya.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih

dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan

383oerjono Soekanto (3), Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press),
Jakarta, 1984, him. 52.
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bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang
memuat informasi yang relevan.

Sedangkan untuk data primer diperoleh dengan cara langsung melalui

wawancara bersama narasumberterkait yang bekaitan dengan pengembangan

desa kreatif di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

1)

2)

Data Primer

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dua arah
dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan subjek
penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan
desa kreatif berbasis hukum adat di Indonesia, dalam hal ini Deputi
Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreati Republik Indonesia serta Asosiasi Desa Kreatif
Indonesia.
Data Sekunder

Studi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder adalah
dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan
pustaka atau studi dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang
berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa
kamus, ensiklopedia yang berhubungan dengan pengembangan desa

kreatif berbasis hukum adat.
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6. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder,
dilakukan pengelolaan data dengan metode deskriptif kualitatif, yakni data
yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara
kualitatif dan komprehensif untuk mencapai kejelasan masalah yang sedang

dibahas dengan data kepustakaan dan hasil wawancara.

7. Penarikan Kesimpulan
Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini penulis menggunakan
metode deduktif, yaitu dengan cara mengambil kesimpulan tersebut dari
pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus,

sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.*°

3Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali
Pers, 2014, him. 18.
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